PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PENCANA TATLA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2012-2032 o

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUPFATI BANGGAI,

Menimbang : 3. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten
Banggai cengan memanfaatkan ruang wilayah secara
berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang,
darn  herkelanptan  dalam  rangka  meningkatkan
kesedahterasn masyarskat dan pertahanan ksamanan,
henjesarkar. Pancasifa dan  Undang-undang Dasar
Megdra Republik Indonssia Tahun 1945 perlu disusun
rencana tala ruang wilayah;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan
pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat
maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan
lokasl Investasl pembangunan yang  dilaksanakan
pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;

c. bahwa sebagal tindak lanjut ketentuan pasal 26 ayat (7)
Undang-undang No, 26 Tahun 2007 tentang-Penataan
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Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah. Kabupaten di
tetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, b dan ¢ peru
membentukPeraturan Daerah tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Banggal Tahun 2012-2032;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan  Daerah-dasrah  Tingkat  [1Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesiz Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Hﬁgara“ Republik
Indonesia Nomor 1824);

3. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 157, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesla Nomor 3883) sebagaimana diubah dengan
Undang — Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang - indang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2!.'!?14
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Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
IUndang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725;

Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2009 tentang
Frerlindungaﬁ' dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2009
Momor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059); g

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tabun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
MNegara Republik Indonesiz Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran MNagara Fepublik Indonasia Nomor
4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungst Kawasan
Hutan (Lembaran Megara Hepublik Indonesia Tahun
2010 Nomor 15, Tambahan iembaran MNegara Republik
Indgnesia MNomor 5097);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang

bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan
ruang (lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5160);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGaT
Dan
BUPATI BANGGAT

: MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TaTA

RUANG WILAYAH KABUPATEN
2012-2032 BANGGAT TaHun

Menegtapkan

BAR I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dialam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

i, Daerah adalah Kabupaten Banggal.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagal unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah,

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebyt DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai,

4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang

udara termasuk ruang didalam bumi sebagai saty kesatuan wilayah,

temmpat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan
memalihara kelangsungan kehidupannya,

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola FUANg.

rRencana tata ruangvadalah hasil perencanaan tata Fuandg.

7. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebat RTRW
Kabupaten adalah rencana yang mengatur struktur ruang dan pola ruang
wilayah kabupaten.

B, Struktur ruang adalah susunan pusat-pusal permukiman dan sistem
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebaga pendukung
kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis  memifiki
hubungan fungsional.

9, Pola ruang adalah distribus! peruntukan ruang dalam suaty wi

P
[

oy |

::,T".

layah
meliputi peruntukan ruang untuk fungs| lindung dan PETHntu:: yang
N ruang

untuk fungsi budidaya.
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10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses peren::'énaan tata ruang,
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah keglatan yang meliputi
pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.

12, Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapalan tujuan penataan
ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang
dan pengencalian pemanfaatan ruang.

13, Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan
pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan
pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

11, Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib
iata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditéhpkan.

15. Sistem perwilayahan adalah pembagian wilayah dalsm kesatuan sistem
pelayanan, yang masing-masing memiliki  kekhasan fungsi
pengembangan.

16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta
sagenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan
aspek administratif dan/atau aspek fungsional,

17. Kawasan adalsh wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau
budidaya,

18, Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungl kelestaren lingkungan hidup yang meancakup sunmbeidaya
ilam dan sumberdaya buatan,

19, Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang
mempunyal fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan
salwa serta ekosistemnya.

20. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam,
sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan,

21, Kawasan permukiman adalah baglan dari lingkungan hidup di fuar
kawasan lindung, balk berupa kawasan perkotaan Maupun perdesaan

yang beriungsi sebagal lingkungan tempat tinggal atau lingkungan
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hunlan dan tempat keglatan yang mendukung perikehidupan dan
penghidupan.

22, Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyal kegiatan utama
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan
fungsi ﬁwasan sebagal tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

23, Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyal kegiatan utama
bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman  perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

44, Kawasan agropolitan adalah kawasan yand terdiri atas satu atau lebih
pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagal produksi pertanian dan
pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukan oleh adamya
keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan sistem
permukiman dan sistem agrobisnis.

25. Kawasan strategls nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyal pengaruh sangat penting secara
nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan
negara,ckonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah
vana ditetapkan sebagal warisan dunia.

26, Kawas<an Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara
nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.

27, Kawasan sirategI; kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangrys
diprioritaskan karena mempunyal pengaruh sangat penting dalam
lingkup kabupaten/kota terhadap ekonoml, soslal, budaya dan/atau
lingkungan.

28, Kawasan peslisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjukan dan atau
ditetapkan cleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, sepertl fisik,
biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.

29, Kawasan andalan adalah baglan darl kawasan budi daya, balk di ruang

darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk
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mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tgm;!hut dan kawasan
sekitarmya.

30. Kawasan alur pelayaran adalah wilayah perairan yang dialokasikan untuk
alur pelayaran bagi kapal.

31. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau
ditetapkan oleh permerintal untuk dipertahankan keberadaannya sebagai

hutan tetap.
32, Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas

yang mampu memberikan perlindungan kepai:ia kawasan sekitarnya
maupun bawahannya sebagai pengatur tata alr, pencegahan banjir dan
emosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.

313, Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunvai'}kernamwan
tinggl untuk meresapkan  air hujan sehingga merupakan tempsat
pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagal sumber air,

34. Daerah zliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu
kesatuan dengan sungal dan anak-anak sungainya, yang berfungsi
menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah
hujan ke dansu atau ke laul secara alami, yang batas di darat
merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan perairas
yvang masih Lerpengaruh aktivitas daratan.

5. Pusat Keglatan Masionat yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan
perkotazn yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional,
nasional, atau beherapa provinsl,

36. Pusat Kegiatan Nasional Promosi yang selanjutnya disebut PEKNp adalah
kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PKN.

37, Pusat Keglatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau
beberapa kabupaten/kota.

38. Pusal Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani keglatan skala kabupaten atau
beberapa kecamatan,
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39,

40.

41.

42,

43,

47.

Pusat Keglatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah
kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PKL,

Pusat Keglatan Strategls Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah
kawasan, perkotaan yang ditelapkan untuk mendorong pengembangan
kawaﬁan.p-a-hatasan negara.

Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan
perkotaan yang berfungsl untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau
beberapa desa.

Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat
permukiman yang berfungsi untuk melayani keglatan skala antar desa,
Bandar Udara adalsh kawasan di daralan dan/atau perairan dengan
batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara
mendarat dan lepas landas, nalk turun penumpang, bongkar muat
barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi,
vang dilengkapi  dengan fasilitas keselamatan dan  keamanan
penerbangan, serta fasilitas penunjang lainmya.

. Pariwisata adalah berbagal macam kegiatan wisata dan didukung

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat,
pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.,

. Kawasan stralegis pariwisala adalah kawasan yang memiliki fungsi

utama pariwisata atau memiliki potenst untuk pengembangan pariwisata
yang mempunyal pgngaruh penting dalam satu alau lebih aspek, seperti
pertumbuhan ekonomni. social dar budaya, pemberdayaan sumber daya
alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan,
Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur  dan/atau
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat
tumbuh tanaman, balk yang tumbuh secara alamiah maupun yang
sengaja ditanam.

Lingkungan adalah sumberdaya fisik dan biologis yang menjadi
kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan.

48. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, dayd,

keadaan, dan mahluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang

8
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mempengaruhl kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia
serta mahluk hidup lalinnya.

49, Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup
untuk rnepduhu.ng perikehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya,

50. Daya l,ar;1pung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup
untuk menyerap zat, energy, dan/atau komponen lain yang masuk atau
dimasukkan ke dalamnya.

51, Peraturan zonasl adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan
pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk
setiap blokfzona peruntukan yang penstapan zonanya dalam rencana
rinci tata ruandg,

52, Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi, o

53. Masyarakat adalsh orang, perseorangan, kelompok orang termasuk
masyarakat hukum adat, korporasi, dan/stau pemangku kepentingan
nonpemerintah lain dalam penataan ruang.

54. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan
tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruanag,

55. Badan Koordinasi Penataan Ruang Dasrah, yang selanjutnya disebut
BKPRD adalah badan persifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung
pelaksanaan Undang-undang Mumos 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang di Kabupaten Bangoal dah mempunysi fungst membanty tugas
Bupat dalam koordipasi penataan ruand o dasrah,

BAB 11
RUANG LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN
STRATEGI PENATAAN RUANG
Bagian Kesatu
Nuang Lingkup
Pasal 2

(1) Lingkup wilayah perencanaan tata ruang merupakan wilayah Kabupaten
Banggal, dengan batas yang di tentukan berdasarkan aspek administratif -
mencakup wilayah daratan, wilayah perairan serta wilayah udara
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sebagaimana tergambar pada peta dalam lampiran I Peraturan daerah
ini,
(2) Wilayah Perencanaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi :
a. HEcarnHm Luwuk;
b, Kecamatan Luwuk Selatan;
€. Kecamatan Luwuk Utara;
d. Kecamatan Luwuk Timur;
e. Kecamatan Masama;
f. Kecamatan Lamala;
Q. Kecamatan Mantoh;
h. Kecamatan Balantak;
I, Kecamatan Balantak Selatan;
J. Kecamatan Balantzk Utara;
k. Kecamatan Bualems;
l. Kecamatan Nambo;
m.Kecamatan Kintom;
n. Kecamatan Batui;
0. Kecamatan Batui Selatan;
D. Kecamatan Toill;
il. Kecamatan Mailong;
r. Kecamatan Toili Barar;
5 Kecamatan Pagimana;
t. Kecamatan Lobu;
u. Kecamatan Bunta;
¥, Kecamatan Nuhon; dan
w. Kecamatan Simpang Raya,
{3) Batas wilayah perencanaan meliput! ;
@ Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Tomini;
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Peling/Kabupaten Banggai
Kepulauan, Teluk Taolo;
€. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku; dan

i
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d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten TuI:-jn Una-Una dan
Kabupaten Morowali.
(4) Luas wilayah Administratif kabupaten Banggal kurang lebih 9.672,70
Km2,
Pasal 3
RTRW Kabupaten Banggai memuat :
a. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten
Banggai;
Rencana struktur ruang;

=

Rencana pola ruang;

B

Penetapan kawasan strategis kabupaten;

Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Banggai; dan
Fetentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Banggai.

|_.:|

.
=

Bagian Kedua
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4
Penataan ruang Xabupaten Banggai bertujuan untuk menjadilan Kabupaten
Sanggai sebagai Gerhang Timur Sulawesi Tengah yang aman, iyaman,
produktif dan berkelanjutan berbasis pertanian dan xelautan didukung oleh
pengelolaan industri dan pertambangan yang ramah lingkynaan.

-

Baglan Ketiga
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Banggal, terdirl atas :

a. Pengembangan ibukota Kabupaten Banggal di Luwuk sebagal pinty
masuk-keluar (multi-gate) Kabupaten Banggal l:talaml menciptakan
hubungan/keterkaltan ekonomi dan spasial dengan daerah luarnya, baik di
dalam Propinsi Sulawesl Tengah maupun luar wilayah Propinsi;

b. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan
ekonomi berbasis keungaulan lokal yang merata dan berhirarki;
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€. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana
transportasi, telekomunikasi, energl/kelistrikan dan sumberdaya air yang
terpadu dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Banggal;

d. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk
mEnIr-gkati{an kualitas lingkungan, sumberdaya alam/buatan dan
ekosisternnya, meminimalkan resike dan mengurangi kerentanan bencana,
mengurangi  efek pemanasan global vyang berprinsip partisipasi,
menaghargai kearifan lokal, serta menunjang penelitian dan edukasi:

e, Strategl untuk  kebijakan pengembangan kawasan budidaya guna
mendukung pertanian dan kelautan sebagal sektor basis, di topang oleh
pengelolaan industri dan pertambangan yang ramah lingkungan; dan

f. Strategi untuk  kebijakan pengembangan pemanfaatan ‘fuang pads
kawasan strategis untuk fungsi pengembangan wilayah. perlindungar:
kawasan dan fungsi pertahanan keamanan Negara,

Bagian Keempat
Strategi Penataan Ruang
Pasal 6

(1) Strategi untuk kebijakan pengembangan ibukota Kabupaten Bangaai di
Luwuk sebagai pintu masuk-keluar (multi-gate} Kabupaten Banggal
dalam menciptakan hubungan/keterkaitan ekonom! dan spasial dengar
Jaerah luarnya, 'aaFl: di dalam Propinsi Sulawesi Tengah maupa luag
wilzyah Propinsi, sebagaimana i maksud pada pasal 5 huruf 2 tordin
alas:

a. mengembangkan sistem prasarana utama wilayah yang terdiri dari
jaringan transportasi udara, laut serta jaringan transportasi darat
yang terintegrasl untuk meningkatkan aksesibilitas antar kota di
kabupaten, lintas wilayah, lintas Propinsi dan Lintas Pulay;

b. pemantapan fungsi Kota Luwuk sebagal Pusat Kegiatan Nasional
Promosi (PKNp) dan sebagai pusat pertumbuhan utama Kabupaten;

c. mengembangkan keglatan perkotaan Luwuk, yang meliputi
perdagangan dan jasa, perkantoran, perumahan, industry dan
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pariwisata, yang di lengkapl dengan sistem prasarana transportasi,
fasilitas pelayanan umum melalul penataan kawasan perairan untuk
mendukung konsep water front city;

d. meningkatkan peran Ibukota kecamatan yang berfungsi sebagai
pendukung kegiatan kabupaten sekitarnya melalui pengembangan
infrastruktur; dan

e. mengembangkan prasarana dan sarana kota sesual dengan fungsi
dan peran kota-kota agar terfadi pemerataan pelayanan dan sebagai
pendukung fungsi jasa Kota Luwuk, .

(2) Swategi untuk kebijakan peningkatan akses pelayanan perkotaan,
pusal-pusat  kegialan dan pusat pertumbuhan ekonomi  berbasis
reunggulan lokal yang merata dan berhirarki, sebagaiman di maksud
pada pasal 5 huruf b, terdiri atas:

@. mengembangkan sistem, keterkaitan fungsi dan prasarana pusat-

Pusat kegiatan dan permukiman;

mengembangkan dan meningkatkan funasi kota kecll dan pedesaan

sebagal wilavah belakangnya;

C. mengoptimalkan peran Ibu kota Kecamatan sebagai pusat

sertumbuhan, pelayanan Kecamatan, serta sebagal simpul distribusi
dan peniasaran produk-produk ekonomi: dan

e

1. mengembangkan  kawasan perdesaan  berbasis polenst  dan
ke g w@eatan o)

13} Strategl uniuk keb'fakain peningkatan kualitas dan jJangkacan pelayanan
Jaringan prasarana transportas, telekomunikasi, energi/kelistrikan dan
sumberdaya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kabupaten
Banggai, sebagaimiuna dimaksud pada pasal 5 huruf c, terdiri atas:

a. meningkatkan  sistem  faringan  prasarana  utama yang
menghubungkan pusat-pusat keglatan kabupaten dengan wilayah
sekitarnya melalul pengembangan sistem jaringan transportasi
darat dan laut;

b. meningkatkan pelayanan  dan  distribusi  sistern jaringan
energi/kelistrikan;
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C.

d.

pengembangan ststem jaringan gas bumi untuk -melayani industri
dan perumahan, dengan konsep Aofa Gas;

meningkatkan  pelayanan prasarana  telekomunikasi untuk
r‘nenpnjan.;; pengembangan potensi ekonomi lokal serta membuka
kaw:asawkawasan yang terisolir;

mengembangkan  sistem  prasarana sumberdaya air  untuk
menunjang pengembangan usaha pertanian tanaman pangan dan
afr bersih/air minum; dan

mengembangkan sistem jaringan prasarana persampahan, drainase
dan sistem jaringan prasarana air limbah kabupaten.

Strategl untuk kebijakan pelestanian dan perlindungan kawasar lindunag
guna meningkatkan kualitas lingkungan, sumberdaya alamy/buatan dan
ekosistemrya, meminimalkan resiko dan mengurangi  kerentaran

bencana, mengurangi efek pemanasan global yang berprinsip
partisipasi, menghargai kearifan lokal, serta menunjang penelitian dan
adukasi, sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf d terdini atas:

il

meningkatkan kualitas hutan lindung untuk keseimbangan tata air

dan lingkungan hidup di lakukan dengan :

1. penegasan batas nyata pemanfaatan kawasan lindung yang
disesusikan  dengan  karakteristic  biogeofisik  wilayah dan
kegnikan masing-masing, melalel pengukuhan dan panetapan
hatas di iapangan untuk memudahkan pengendalianiya;

2. melakukan rebabilitasi lahan dengan menanam vegetast yang
mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah
dan mampu meresapkan air;

3, mengelala kawasan sekitar hutan lindung dengan prinsip hutan
kemitraan; dan

4. melarang dan mencegah pola penambangan terbuka pada
kawasan hutan lindung,

melindungi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap
kawasan bawahannya di lakukan dengan :

14
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1. mencegah atau melarang kegiatan budidaya, kecuali yang tidak

mengganggu fungsl lindung;
2, mengendalikan keglatan budidaya yang telah ada dengan

pembatasan  perkembangan serta  pengembalian  fungsi
lindungnya; dan

3. mengendalikan keglatan eksplorasi dan eksploitasi mineral
serta alr tanah dengan memperhatikan fungsi lindung kawasan

sekitarnya.

melakukan upaya konservasl alam, rehabilitasi ekosistem yang

nisak, mengzndalikan pencemaran dan perusakan lingkungan

hidup pada kawasan parlindungan setempat di lakukandengan :

1. membatasi kegiatan yanag tidak berkaitan dengan perlindungan
setempat dalam bertuk jalur hijau;

2. mentegah akbivitas perusakan, pencemaran, serta upaya
konservasi laul dan pesisir secara lllegal;

3. mencegah dan melindungi kawasan sepanjang sempadan
sungai, irigasi dan sempadan pantai untuk kawasan terbangun;
dan

4, melindungi sekitar waouk/danau, sekitar mata air unbuk
kegiatan vang menyebabkan aih  fungst lindung  dan
menyebablan kersakan kuzlitas air,

memantapkan fungsi dan nilai manfaat pada kawasan suaka alam,

pelestarian alam dan cagar budaya di lakukan dengan :

1. melindungi ekosistem flora dan fauna khas Kabupaten Banggai;

2. melestarikan budaya masyarakat setempat; dan

3. perlindungan terhadap cagar budaya yang bemilal sejarah,

menangani kawasan rawan bencana alam melalui pengendalian dan

pengawasan kegiatan perusakan fingkungan dan kegiatan
manusla/budidaya secara langsung, terutama pada kawasan yang
berpotensi menimbulkan bencana alam di lakukan dengan :
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(5)

f.

1. mencegah pemanfaatan kawasan yang ' rawan terhadap

3.

bencana longsor, gempa bumi, geloinbang pasang dan
bencana alam lalnnya sebagal kawasan terbangun;
[nelrbalnfaalican kawasan rawan bencana yang terlarang untuk
.d i bangun sebagai ruang terbuka hijau atau jalur hijau;

menata sempadan pantal melalul pengembangan hutan
mangrove dan bangunan yang dapat meminimalisic akibat
gelombang pasang;

menata daerah aliran sungal sepertl penelapan garis sempadan
sungai, peruntukan lahan di kiri kanan sungai, penertiban
bangunan di sepanjang aliran sungai serta peningkatan peran
masyarakat dalam pengendalian banjir; dan '
melaksanakan  upaya mitigasi bencana  menyangkut
perencanaan dan perumusan  kebijakan  yang  bersifat

antisipatif,

mengembangkan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan,
perlindungan setempat dan ruang evekuasi bencana alam.

Strategi untuk kebijakan pengembangan kawasan budidaya guna
mendukung pertanian dan kelautan sebagai sektor basis, di topang oleh
pengelolaar industri dan pertamibangan yang raiman lingkungan,
sehagaimara dimaksud pada pasal 5 ol e terdin aas -
mengembangkan kawasan huan produks: untuk imeningkatkan

produktivitas  fahan  dengan  ruempernativan kesaimbangan

lingkungan hidup;
mengembangkan kawasan pertanian di lakukan dengan :

1.

meningkatkan usaha pertanian, perkebunan dan perikanan
darat berbasis masyarakat melalul  program-program
pembangunan guna meningkatkan ketahanan pangan;

mengembangkan sentra-sentra produksi dan sentra-sentra

pemasaran  produk  unggulan, di  barengi dengan

penyediaan/peningkatan infrastruktur serta sarana prasarana

pertanian, perkebunan dan perikanan darat:
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3. mengembangkan Industr penyediaan jasa, industri pertanian
dan industri kelautan yang memiliki keunggulan komparatif dan

. berorientasi ekspor; dan
4. menetapkan dan mempertahankan lahan pertanian tanaman

pangan berkelanjutan, di sertal regulasi/mekanisme insentif

dan disinsentif,
mengembangkan kawasan perikanan dan kelautan di lakukan

dengan :
1. mengembangkan kemampuan dan teknologi budidaya
perikanan dan kelautan yang dapal memperahankan

'L

keberadaan pulau-pulau kecil;
2. mempertahankan dan  meningkatkan  kualitas kawasan

mangrove sebagai pendukung lingkungan pesisir:

3. mengedalikan dan membatasi pemanfaatan lahan pantai
(pesisir) untuk kegiatan budidaya;

4. penataan ruang kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil; dan

5. pengembangan konsap minapolitan dan minawisata.

mengelola sumberdaya pertambangan secara arif, bijaksana,

berkelanjutan dan ramah lingkungan di lakitkan dengan :

1. menetapkan deliniasi kawasan peruntwkan pertambangar
sesual kriteria tel:nis dan daya dukung linakunaannya:

2. mengembangkan sektor-sektor pertambangan potensial Laiu
guna memacu perekonomian kabupaten;

3. meningkatkan nilai ekonomis hasil pertambangan melalui
pengelolaan hasil tambang;

4. mengembalikan rona alarm melalul pengembangan kawasan
hutan lindung atau kawasan budidaya lain pada areal bekas
pertambangan; dan

5. melakukan kajian kelayakan sebelum di lakukan kegiatan
penambangan pada kawasan tambang bernilai ekonami tinggl.
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W

mengembangkan  kawasan  peruntukan  industrl  berskala

internasional, naslonal dan lokal yang berwawasan lingkungan di

lakukan dengan :

1. penetapan kawasan yang di peruntukan bagi pengembangan
industri skala besar, sedang dan Industri kecll berdasarkan
potensi  pertambangan, perikanan, kelautan, kehutanan,
pertanian dan perkebunan;

2. mengembangkan  kawasan  peruntukan  industri dan
pergudangan, melalui penyediazn sarana dan prasarana
pendukung;

3. pengembangan dan pemberdayaan industrl kecl dan industri
rumah tangga untuk pengembangan perekoncmiar rakyat;

4, mengawasai secara ketal segala bentub  industri
menimbulkan pencemaran lingkungan; dan

5. mengembangkan industri pariwisata.

mengembangkan kawasan peruntukan oariwisata di  lakukan
dengan :

¥ang

1. mengembangkan dan mensinergikan potensi dan kegiatan
pariwisata daerah dengan keglatan budidaya lainnya untuk
meningkatkan daya tarik wisata; dan,

2. penyedian dan peningkatan infrasbkter sarta sarang oan
parasana pendukung pariwisata danran,

mengembangkan kawasan peruntukan parmuximan di lakukan

dengan :

1. menetapkan deliniasi kawasan peruntukan permukiman sesuai
kriteria teknis dan daya dukung lingkungannya:

2. mengendalikan perkembangan permukiman di luar kawasan
peruntukan permukiman melalui  mekanisme insentif dan
disinsentif; dan

3

mengembangkan  kawasan siap bangun (kasiba) dan
- Lingkungan siap bangun (lisiba),

I8
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(6) Strategi untuk kebijakan pengembangan pemanfaatan ruang pada
kawasan strategls untuk fungsl pengembangan wilayah, perlindungan
kawasan dan fungsl pertahanan keamanan negara, sebagaimana
dimaksyd pada pasal 5 huruf [ terdirl atas :

a. rnt:mheﬁkan dukungan penataan ruang pada kawasan-kawasan
yang mengakomodasikan kepentingan sektor-sektor strategis;

b. mendorong terbentuknya kawasan strategis serta meningkatkan
kawasan tumbuh cepat yang mengacu pada sentra-sentra produksi
dan kawasan unggulan;

c. meningkatkan kapasitas ekonomi, sosial, budaya dan prasarana
fisk pada kawasan vyang relatil tertinggal agar terpacu
pertumbuhan dan perkembangannya; d

d. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaye
tidak terbangun di sekitar aset-asst pertahanan dan keamanan
sebagai zona penyangga;

c. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di
sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan
keamanan; dan

d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan

BAB I1I
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

(1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Banggal, meliputi :
a, pusat-pusat kegiatan;
b. sistem jaringan prasarana utama; dan
¢. sistem jaringan prasarana lainnya.
(2) Rencana Struktur Ruang wilayah Kabupaten Banggal sebagaimana di
maksud- pada ayat (1) di gambarkan dalam peta dengan tingkat
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ketelitian skala 1 : 50.000 yang tercantum dalam lampiran IIA yang
merupakan bagian tidak terplsahkan du:i peraturan daerah inl.

Bagian Kedua
: Pusat-pusat Kegiatan
Pasal 8

{1) Pusat-pusat kegliatan yang ada dl Kabupaten Banggai sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

a. PKNp;

b, PEWp;

c. PEL;

d. PELp; dan -
e, PPK,

{Ejﬂp sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yailu kawasan
perkotaan Luwuk, yang meliputi Kecamatan Nambo, Kecamatan Luwuk
Selatan, Kecamatan Luwuk, Kecamatan Luwuk Utara dan Kecamatzn
Luwuk Timur.

(3) PEWp sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b, teroin atas :

a. Kawasan perkotaan Batui di Kecamatan Batui; dan
b1 Kawasan perkotaan Cendana Pura di Kecamatan Toili

(4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
4, kawasan [:I'E'I‘kﬁlaﬂtl‘l Tangeban di Kecamatan Masama;
b, kawasan perkotaan Bunta di Kecamatan Bunta; dan
c. kawasan perkotzan Pagimana di Kecamatan Pagimana,

(5) PiLp sebagaimana ci maksud pada ayat (1) huruf d, terdir atas :
a. Kawasan perkotaan Balantak di Kecamatan Balantak; dan
b. Kawasan Perkotaan Bualemo di Kecamatan Bualemo

(6) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, terdiri atas :
a. perkotaan Tomeang di Kecamatan Nuhon;
b. perkotaan Sindang Sarl di Kecamatan Tolll Barat:
¢. perkotaan Kintom di Kecamatan Kintom;
d. perkotaan Bonebobakal di Kecamatan Lamala;
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e, perkotaan Lobu di Kecamatan iLobu;

f, perkotaan Sinorang di Kecamatan Batul Selatan;

g. perkotaan Tolll di Kecamatan Maollong;

h. perkotaan Tongke di Kecamatan Balantak Selatan;

i perkotaan Rantau Jaya di Kecamatan Simpang Raya;
i. perkotaan Sobol di Kecamatan Mantoh; dan

k. perkotaan Teku di Kecamatan Balantak Utara,

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama
Pasal 9
Sistern jaringan prasarana utama yang ada di Kabupaten Banogai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri ét'as :
#. sistem jaringan transportasi darat;
b. sistam jaringan transportasi laut; dan
c. sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transpertasi Darat
Pasal 10
(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalar Pasal
nuruf a, terdiri atas -

a, Jaringan jalan terdin dari @ jaringan jalan kolektor primer K1 laringat
jalan  kolaldtor d K2, jaringan jalan kolektor K3 dan reacana
pembangunan jaringan jalan baru (kolektor K4);

b. Jaringan prasarana lalu lintas terdiri dari: terminal penumpang tipe
B, terminal penumpang tipe C, dan rencana pengembangan terminal
tipe B menjadi tipe A, terminal tipe C menjadi tipe B dan terminal
tipe C;

c. Jaringan layanan lalu lintas terdiri dari : trayek angkutan barang dan
trayek angkutan penumpang; dan

d. Jaringan sungai, danau dan penyeberangan terdiri dari : lintas
penyeberangan dan pelabuhan penyeberangan;
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Iy

(2) Rinclan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana di maksud pada
ayat (1) tercantum dalam lampiran 11B.2.a yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah Inl,

Paragraf 2
Sistem Jaringon Transportasi Laut
Pasal 11

(1) Sistem jaringan Lransportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf b, meliputi :

a, tatanan kepelabuhanan terdiri dari pelabuhan pengumpul, pelabuhan
pengumpan dan pelabuhan pengumpan lokal;

b. alur pelayaran meliputi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) IIT a
yang melintas! Teluk Tolo dan Laut Maluku dan ALKI 11 b yang
melintasi Teluok Tolo dan Laut Banda; dan

c. keselamatan pelayaran yaitu keadaan terpenuhinya persyaratan
keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan dan kelautan,

(2) Rincian Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana di maksud pada
ayat (1) tercantum dalam lampiran IIB.2.b yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah inl,

Paragraf 3
Sistem Jaringan Transportasi Udara
Pasal 12

{1} Sistem faringan trar'ispmﬁsl udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal @
huruf ¢, terdiri atas :

a. tatanan kebandarudaraan; dan
b. ruang udara untuk penerbangan.

(2) Tatanan kebandarudaraan di kabupaten sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, terdiri atas bandar udara pengumpul sebagai pusat
penyebaran tersier, yaitu Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir teretak
di Bubung Kecamatan Luwuk Selatan,

{3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri atas:
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a, ruang udara di sekitar bandara yang dipergunakan untuk operasi
penerbangan yang berada di wilayah udara Kabupaten; dan
b, ruang udara yang ditetapkan sebagal jalur penerbangan diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku.,
(4) Hern:anal pengembangan Bandar Udara Syukuran Aminudin  Amir
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), mengacu pada Master Plan
dan Rencana Teknis Terperinci Sisi Darat Tahun 2011,

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 13

Sistem jaringan prasarana lainiya s=bagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) huruf c, terdiri atas :

a. sistem jaringan energi;

b. sistem jaringan telekomuniasi;

¢. sistem jaringan sumber daya air; dan

d. sistem prasarana pengeiclaan lingkungan.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Enargi
Pasal 14

(1) Sistemn jaringan enargl sehagaimanz dimaksud dalan: Pasal 13 het 2
meliputi: :
a. pembangkit tenaga listedk terdirt darl Pemnbangkit Listrik Tenaga Diesel
(PLTD) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan
b. jaringan prasarana energl terdirl darl jaringan pipa minyak dan gas
bumi, depo Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Stasiun Pengisian Bahan
Bakar Umum (SPBU), rencana pemgembangan system jaringan energi
Kabupaten serta rencana pengembangan Pembangkit Tenaga Listrik,
(2} Rincian sistem jaringan energl sebagalmana di maksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran- IIB.3.a yang merupakan baglan tidak
terpisahkan darl Peraturan Daerah Inl.
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Paragraf 2

Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 15

(1) Sistem jaringan telekomunikasl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf b, ierdiri atas :
a. sistemn jaringan kabel, terdiri darl jaringan mikro digital Luwuk-Banggai
dan sistem Stasiun Telepon Otomat (STO);
b. sistem jaringan nirkabel, terdiri dari jaringan telepon seluler tersebar
di setiap kecamatan; dan
c. sistem jaringan satelit, terdirl dari jaringan sistem ultraphone (wireless
local loop) bagi wilayah yang sulit terjangkau,
{27 Rincian sistem jaringan energi sebagaimana di maksud padz ayat (1)
tercantum dalam lampiran [IB.3.b yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah inl.

Paragrai 3

Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 16

(1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf ¢, terdiri atas :
a. wilayah sungai kabupaten, terdiri darf W5 Bongka - Mentawa;
b. cekungan air tanah (CAT), terdini dari CAT lintas Kabupaten dan CAT
dalam Hahmaterﬁ
t. daerah irigasi (DI), terdiri dari DI Kewenangan Pusat, DI Kewenangan
Propinsi, DI Kewenangan Kabupaten dan lrigasi desa;
d. prasarana air baku untuk alr minum, berupa Instalasi Pengelahan Air
Minum (IPA);
e. jaringan air minum ke kelompok pengguna; dan
f. sistem pengendalian banjir,
(2) Rindian Sistem Jaringan Sumber Daya Alr sebagaimana di maksud pada

ayat 1 tercantum dalam lampiran 11B.3.c yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerahinl.
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(3) Rencana pengembangan prasarana air baku untuk al” minum kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdid atas:

a. menambah volume reservolr, yaitu 20% dari kebutuhan air jam
puncak, sebaiknya ditempatkan di daerah distribusi untuk mengurangi
behan.pipa distribusi;

b. memperluas jaringan dengan standar untuk pipa sekunder 1.000
meter per 500 jiwa penduduk dan untuk pipa tersier 1,000 meter per
200 jiwa penduduk; dan

c. meningkatkan upaya pengontrolan dalam upaya meminimalisasi
tingkat kebocoran dalam sistem distribusi dari 37,07% menjadi kurang
dari 20% (sesuai standar toleransi yang diperbolehkan),

{4} Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
berupa pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan
bangunan-bangunan pengendali banjir.

Paragraf 4
Sistem Prasarana Pengelolaan Linglkungan
Pasal 17
(1} Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaiman: dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (1) huruf d, terdiri atas :

a. sistem jaringan persampahan;

b. sistem jaringan air minum; dan

c. sistem @nngan drainase.

(i} Rencana pengembangan sistem jaringan parsampahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdir atas:

a. sistem perwadahan, yaitu melalul penyediaan tong-tong sampah di
setiap rumah maupun bangunan sarana kota;

b, sistem pengumpulan, yang proses pengumpulan sampahnya dapat
dilakukan balk secara Individual maupun secara komunal melalui bak-
bak penampungan yang disediakan disetlap unit lingkungan
perumahan maupun pada unit keglatan komersial dan
pemerintahan/perkantoran, yang kemudian diangkut ke lokasi transfer
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depo atau tempat penampungan sementara (TPS) oleh pengelola
swadaya masyarakat di masing-masing unit lingkungan;

c. sistem pemindahan dan pengangkutan, yaitu kontainer sampah
maupun 5.arr:pah dari tiap lokasi TPS atau transfer depo diangkut oleh
kenda;aan truk sampah maupun armroll truck/dump truck ke lokasi
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang dikelola oleh Pemerintah
Daerah; dan

d. sistem pembuangan/pengolahan, yaltu sistem pengolahan sampah
yang dilakukan di TPA dengan sistem lahan urug (sanitary landfill),

(3) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢, direncanakan berlokasi di Kecamatan Luwuk Utara dan akan
dilakukan  studi  lebih  lanjut untuk menyiapkan rerfcana  induk
pengembanganmya.

{4) Rencana pengembangan sistem jaringan air minum sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf b, akan diatur selanjutnya setelah dilakukan
studi lebih lanjut berupa penyiapan rencana induk pengembangan
maupun desain teknisnya (DED),

(5) Rencana pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf c, akan diatur selanjutnya setelah dilakukan
studi lebih lanjut berupa penyiapan rencana induk pengembargan
maupun desain tekmisnya (DED).

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 18
(1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Banggai meliputi :
a, rencana kawasan lindung; dan
b. rencana kawasan budidaya,
(2) Rencana Pola Ruang wilayah Kabupaten Banggal sebagaimana di
maksud pada ayat (1) di gambarkan dalam peta dengan tingkat
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ketelitian skala 1 : 50.000 yang tercantum dalam 'Iﬁmplran ITIA dan
merupakan baglan yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini,

(3) Kriteria Rencana Pola Ruang Kabupaten Banggal sebagaimana di maksud
pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I1IB.1.2 dan 1118.2.a yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah inl,

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Pasal 19
Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a,
terdini atas :
a. kawasan hutan lindung;

b, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahanmnyza,
. kawasan perlindungan setempal;

()

. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
. kawasan rawan bencana alam; dan

m &

=

. kawasan lindunag lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung
Pasal 20
1) Kawasan hutan kndung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1% lw il =
mediputi I:awaaas; hutan lindung yang tersebar di bagian saaxian o2
utara Kabupaten Banggai seluas kurang lebih 169,669 Ha, yaituw:
a, bagian tengah Kabupaten Banggal;
b. pegunungan di wilayah baglan timur atau kepala burung;
c. kawasan berbukit di utara Kota Luwuk; dan
d. Sepanjang sungal di DAS Bongka - Mentawa,
(2) Rindan kawasan Hutan Lindung sebagaimana di maksud pada ayat (1)

tercantum dalam lampiran 1118.1.b.1) yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peth_lran Daerah inl.
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Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan
Bawahannya

Pasal 21

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi kawasan resapan

air yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan, terdiri atas :

a. kawasan perbukitan di sekitar kawasan perkotaan, yaitu Kota Luwuk, di
bagian tengah Kabupaten Bangoai;

b, pegununaan di wilayah bagian timur atau kepala hurung: dan

¢, Sepanizng sungai di DAS Bongka — Mentawa. -

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 22

{1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

huruf ¢, terdiri atas :

a. kawssan sempadan pantai;

b. kawasan sempadan sungal;

c. kawasan sekitar mata air; dan

d. kawasan ruang terbuka hijau perkotaan,

(2} Kawasan sempadan pahtal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, terdapat di wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan
Selat Peling, Teluk Tolo dan Teluk Tomini, yaitu Kecamatan Balantak,
Kecamatan Balantak Selatan, Kecarnatan Balantak Utara, Kecamatan
Batui, Kecamatan Batul Selatan, Kecamatan Bualemo, Kecamatan Bunta,
Kecamatan Kintom, Kecamatan Lamala, Kecamatan Lobu, Kecamatan
Luwuk, Kecamatan Luwuk Selatan, Kecamatan Nambo, Kecamatan
Luwuk Timur,Kecamatan Luwuk Utara, Kecamatan Mantoh, Kecamatan
Masama, Kecamatan Moilong, Kecamatan Kecamatan Tolli, Kecamatan
Toili Barat, dan Kecamatan Pagimana.
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(3) Kawasan sempadan sungal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, terdapat di sepanjang aliran sungal DAS Bongka ~ Mentawa,

(4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢,
terdapat di hampir seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Banggai.

(5) Kawasan r.uang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d terdiri atas ruang terbuka rencana dengan luasan
kurang lebih 15,027.74 Ha,

(6) Rincian Kawasan perlindungan setempat sebagaimana di maksud pada
ayat (1) tercantumn dalam lampiran 1118.1.b.3) yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4 o*
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya
Pasal 23

(1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana
dimakeud dalam Pasal 19 huruf d, terdiri atas :
a, kawasan suaka margasatwa;
b, kawasan suaka margasatwa laut;
c, kawasan suaka alam laut;
d. kawasan cagar alam;
e, kawasan pantai berhutan bakau;
f. kawasan taman wiﬁl;-:: alam’ dan
g. kawasan cagar budaya dan iimu pangetahuan.
(2) Kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a, terdiri atas : =
a. kawasan Suaka Margasatwa Lombuyan di Kecamatan Luwuk Utara;

dan
b. kawasan Suaka Margasatwa Bangkiriang di Kecamatan Batul dan Batui

Selatan.
(3) Kawasan suaka margasatwa laut sebagalmana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, meliputi seluruh wilayah pesisir dan perairan laut yang memiliki
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keanekaragaman hayati tinggl dan terumbu karang dengan tingkat
penutupan karang yang tinggl,

(4) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu
Cagar Alam Pati-pati di Kecamatan Bualema,

(5) Rincian kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya
sebagaimana di maksud pada ayat (1) tercamtum dalam lampiran

11B.1.b.4) yang merupakan baglan tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Paragraf 5
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 24 '

{1) Kawasan rawan bercana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
huruf e, terdiri atas:
a. kawasan rawan bencana germpa bumi;
b. kawasan rawan bencana gerakan tanah:
c. kawasan rawan bencana erosi permukaan dan erosi sungai;
d. kawasan rawan bencana banjir; dan
£. kawasan rawan bencana abrasi.

(2} Rincian kawasan rawan bancans zebagaimanz di maksud ayat (1)
tercantum dalam lampiran [116.1.b.5) vang merupakan bagian tidak
terpisaikan dari Peratupan Daorah i,

Paragral 6
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 25 :
Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f,
yaitu yaitu gugus pulau-pulau kecll vyang berada di wilayah administratif
Kabupaten Banggal yang memiliki terumbu karang dan koridor bagi jenis
satwa ataublota laut yang dilindungl yaitu pulau dua kecamatan Balantak
Utara, Pulau Dondolang Kecamatan Pagimana dan Pulau Ampat lce:a;ultan
Bualemo serta perarairan laut Desa Uwedikan Kecamatan Luwuk Timur,
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(%)

(2}

(2}

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya
: Pasal 26

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf
b, terdiri atas:
a. kawasan peruntukan hutan produksi;
b, kawasan peruntukar hutan rakyal:
. kawasan peruntukan pertanian;
d. kawasan peruntukan perikanan;
e. kawasan peruntukan pertambangan;
f. kawasan peruntukan industri;
0. kawasan peruntukan pariwisata;
h. kawasan peruntukan permukiman: dan
i. kawasan peruntukan lainnya,
Kriteria dan batasan teknis kawasan budidaya tercantum dalam lampiran
I1IB.2.a dan IIIB.2,b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
Pasal 27

Kawasan peruntukan hitan produksi sebagaimane aimaksud calam Fasal
26 hurul a, terdiri atas :

a. kawasan hutan produksi terbatas;

b. kawasan hutan produksi tetap; dan

c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.

Rincian Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana di maksud
pada ayat (1) tercantum dalam lamplran IIIB.2.c.1 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan darl Peraturan Daerah ini,
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Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat
Pasal 28

Rencana pengembangan kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 huruf b, yaltu hutan yang dikelola oleh masyarakat di luar
suaka alam, hutan lindung, hutan wisata, hutan produksi tetap, hutan
produksi terbatas, dan hutan konversl,

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian
Pasal 29

{1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud ﬁEIFE"‘;'i Pasal 26
huruf ¢, terdiri atas :
a. kawasan pertanian tanaman pangan;
b. kawasan pertanian hortikultura;
. kawasan perkebunan; dan
d. kawasan peternakan.

{2) Rincian kawasan peruntukan pertanian sebagaimana di maksud pada
ayat (1) tercantum dalam lampiran I11B.2.c.2 yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah inl.

Paragraf 4
%
Kawasan Peruntukan Perikkanan
Pasal 30

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
huruf d, terdiri atas :
a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
b. kawasan peruntukan budidaya perikanan; dan
c. kawasan pengolahan hasll perikanan,

(2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, tersebar di seluruh wilayah pera_i'ran laut Kabupaten
Bangaai.
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(3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, terdir atas usaha budidaya alr payau, budidaya air
tawar dan budidla'pa air laut.

(4) Kawasan pengolahan hasil perlkanan sebagalmana dimaksud pada ayal
(1) huruf'c, berupa industd pegolahan hasil perikanan yang tersebar di
beberapa Kecamatan,

{5) Rinclan kawasan peruntukan perikanan sebaimana di maksud pada ayat
(1) tercantum dalam lampiran IIIB.2.c.3 yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini, '

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Pertambangan
Pasal 31

(1) Kawasan peruntukan pertambanoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 huruf e, terdiri atas :
d. kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara: dan
b. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi;

(2) Rincian kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana di maksud
pada avat (1) tercantum dalam lampiran I1B.2.c.4 vang merupakan
Liagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 32

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
huruf f, terdiri atas :
a, kawasan peruntukan Industrl besar;
b. kawasan peruntukan industrl sedang; dan
. kawasan peruntukan Industr rumah tangga.

(2) kawasan peruritukan Industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, meliputi industri pengolahan gas dikembangkan- di Tangklang -
Uso Kecamatan Kintom dan Batul.
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(3)

II.

(4)

(33

(1)

{23

(1)

Kawasan peruntukan Industrl sedang sebagaimana dln{aksud pada ayat
(1) huruf b, berupa pengolahan minyak sawit (CPO), kopra, kayu, hasil
hutan, pertaniar_l, perkebunan, dan perikanan, yang tersebar di wilayah

Kabupaten Banggal.
Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf ¢, tersebar di pusat-pusat produksi pertanian, perkebunan,
peternakan dar perikanan di selurul wilayah Kecamatan Kabupaten
Banggai, :

Rincian Kawasan peruntukan industri sebagaimana di maksud pada ayat
(1) tercantum dalam lampiran 111B.2.c.5 yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

"
L]

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Pariwisats
Pasal 33

Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
huruf g, terdiri atas :
a. kawasan peruntukan pariwisata budaya; dan

4. kawasan peruntukan pariwisata alam,
Rincian kawasan peruntukan pariwisata tercantum dalam fampiran

M6, 2.c.6 vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Paraturan

Digarah im,
'_I

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Permukiman
Pasal 34

Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 huruf h, dengan luas kurang lebih 43,227 Ha, terdin atas:

a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan

b, kawasan peruntukan permukiman perdesaan,
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(2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebag.aimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, diarahkan pada wilayah yang telah menunjukan
cirl kawasan perkotaan, sepertl Ibukota kabupaten dan kecamatan.

(3) Kawasan ;_Jemntlukan permukiman perdesaan diarahkan pada wilayah-
wilavah ylang masih didominasi oleh keglatan pertanian, perkebunan,

peternakan dan perikanan.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Lainnya
Pasal 35

Kawasan peruntukan lainnva sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam
Pasa! 26 huru’ | vaitu berupa kawasan peruntukan pertahanan dan
keamanan yang terdin atas :
4. Polres yang berade o [bukota kabupaten;
h. Polsek yang berada di setiap ibukota kecamatan;
¢, Kodim 1308/L.uwuk Banogai yang berada di Kecamatan Luwuk;
d. Keramil yang tersebar di setiap kecamatan;
e. Kompi C Yonif 714/Sintuwy Maroso di Kecamatan Luwuk;
f. POSAL di Kecamatan Luwuk; dan
g. fencana Danlznal di KaZamatan Kintam,

Pasal 36

(1) Pemanfaatan  hewasane untuk peruntukan lain selain  sebagaimana
dimaksud dalem Pesal 27 5/d pasal 35 dapat dilaksanakan apabila tidak
mengganggu fungsl kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar
Ketentuan Umurn Peraturan Zonasl Pola Ruang Sebagaimana diatur
dalam Peraturan daerah Inl,

(2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah
mendapatkan rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya
mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Banggai,
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BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Bagian kesatu
Umum
Pasal 37

(1) Kawasan strategis wilayah kabupaten Banggal merupakan bagian
wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena
mempunyal pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap
ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan;

{2) Kawasan strateqls wilavah Kabupaten Bangyai sebagaimana di maksud
pada ayal (1) ¢i aambarkan dalam pela dengan tingkat ketplitian skala
1 : 50.000 yang tercanturm dalam lampiran IvA yang I'I"IEI'U]JE.IHM bagian
tidak terpisalkan dari peraturan daerah ini.

{3) Kriteria kawasan strategis sebagaimana di maksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran IVB.1 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Paraturan Dasrah inl.

Bagian kedua

Kawasan Strategis Kabupaten Banggai
Fasal 38

(1) Kawasan Strategis Fab:waten (X5K), sebagaimana dimaksud datam Pasal
37 ayat (1), terdiri al.at :
a. kawasan yana memilikl nilal strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
dan : .
b. kawasan yang memillki nilal strategls dari sudut kepentingan fungsi
dan daya dukung lingkungan hidup,
(2) KSK yang memiliki nilal strategls darl sudut kepentingan  ekonomi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, terdir atas -
a.KSK - pengembangan Kawasan Koridor Kota Luwuk (Ibukota

Kabupaten Banggal) - Kota Bonebobakal (Ibukota Kecamatan
Lamala);

36

Dipindai dengan CamScannar



b, KSK — pengembangan Kawasan Koridor Pantal Timur (Balantak dan
sekitarnya) yang merupakan kawasan pesisic di bagian timur wilayah
Hanupeten Banggal yang meliputi Kecamatan Balantak Utara,
Kecamatan Balantak, Kecamatan Balantak Selatan dan Kecamatan
Mantoh, dimana kondisinya saat ini cenderung lebih tertinggal
dibanding wilayah di bagian selatan;

¢, KSK — pengembangan Kawasan Koridor Pantai Sglatan {Batui Selatar) -
Tolli = Mollang - Toili Barat) sebagai kawasan yang sudah rehﬁf maju
dibandingkan wilayah lainnya dari  sigi pengembangan sektor
pertanian;

d. KSK - pengembangan Kewasan Koridor Kintom — Batui,” merupakan
pengembangan Kawasan lndustr] Tangkiang; dan

e. KSK - pengembangan Kawasan Kurang Berkembang di Kecamatan
Bunta, Kecamatan Pagsimana, Kecamatan Lohy dan Kecamatan
Bualemo,

(3) KSK yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya
dukung fingkungan hidup sebagaimna dimaksud dalam Pasal 3g ayat (1)
huref b, terdiri atas KSK - Fawasan Hutan LUindung Luwuk yang
keberadaannya Saal In radal  tevascam olah  kegiatan budidaya
disekitariya teriama pennihiman ssbagai darmpak rerkembangan kota
Lirvub, yang mEMBG pusal hegiatan of Kabiupaten Banggai

-

Pasal 24

(1) Untuk operaslonal Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai
disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan
Strategls Kabupaten,

(2) Rencana Rindl Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten sebagaima
djrnahg;_ﬂ pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah, =

—
-
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BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
. Pasal 40

(1) Pemanfaagan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana
struktur ri.nang dan pola ruang.

{2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui peryusunan
dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan
pendanaannya. :

(3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 41 .

(1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan,

(2) Pendanaan programn pemanfaaten ruang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan,

(3) Kerja sama pendanaan sebagaimana di maksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Rincian program pemanfaatan ruang yang & susun dalam  indikasi
program utama lima tahunan tercantum ocalem lampiran ¥ yang
merupzkan bagian tidak terpisabkan dari Peratinan Dasrak i,

" BAB VII
KETENTUAKR PENGENDALYAN PEMANFAATAN RUANG
Baglan Kesatu
_ Umum
> Pasal 42
(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten
digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan
ruang -wilayah Kabupaten.
(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas
a, ketentuan umum peraturan zonasi;

b. ketentuan perizinan:

i3
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c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
d. arahan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua
+  Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Pasal 43

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman
bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi,

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :

a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
¢. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan seF:itar sistemn
prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas ;
1. kawasan sekitar prasarana transportasi;
2. kawasan sekitar prasarana energi;
3. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi: dan
4. kawasan sekitar prasarana sumber daya air;

3) Ketentuan umum peraturan zonasl dijabarkan lebih lanjut di dalam
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisabkan dari Peraturan
Daerah ini.

Bagian Ketiga
Hetentuan Perizinan
Pasal 44

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2)
huruf b merupakan acuan bagl pejabat yang berwenang dalam
pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan
pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini,

(2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesual
dengan kewenangannya,

(3) Pemberian Izin pemanfaatan ruang dilakuka :
dengan ketentuan peraturan pemngang.und:-,;:nurm T
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Pasal45
(1) Jenis perizinan terkait pe atan ruang yang ada di Kabupaten
Banggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), terdiri atas :
a. Izin prinsip;
b. Izin 1nh:asi;
c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
d. Izin mendirikan bangunan;
{2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsantif i
Pasal 46

1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimak=ud dalam Pasal 42
ayat (2) huruf ¢ merupakan acuan bagi pemerintaly dazerah dalam
pemberian insentif dan pengénaan disinsentif,

(2} Insentif diberikan apabila’ pemanfaatan ruang sesual dengan rencana
shruktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan
zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang peru dicegah,
dihatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketestuan dalam
Feraturan Daerah ini. -

Pasal 47
(1, Pembenan insentif dan pengenaan disinsertif dalam peimanfaatan ruang
wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada
masyarakat.
(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi
berwenang sesuai dengan kewenangannya,

Pasal 48
(1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat untuk keglatan pemanfaatan

ruang yang mendukung pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 46 ayat (2), terdiri atas :
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a. keringanan pajak;
b. pemberian kompensas;
c. imbalan;
d. sewa ruang;
e. urun saham;
f. penyediaan infrastruktur;
a. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
h. penghargaan. .
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara pemberian insentifl diatur
dengan Peraturan Bupati,

Pasal 49

(1) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat wuriuk kegiatan
pemanfzatan  ruang yang mendukung pengembangan  kawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), terdiri atas :

a, pengenaan pajak atau re-tribusl yang tingoi, di sesuaikan dengan
besamya biaya yang di butuhkan untuk mengatasi dampak yang di
tmbulkan akibal pemanfaatan ruang;

b. pembatasan penyediaan infrastruktur;

. pengenaan komipensasi; caiyatau

d. penalti,

(2Y Ketenfuan lebih lanjut mengenai tata cars pambedian (sinsentic dians

dengan Peratuan Bupati.

Bagian Kelima
Arahan Sanksli
Pasal 50
(1) Arahan sanksi sebagalmana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d
merupakan acuan bagl pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi
administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruanag,
(2) Pengenaan sanksl dilakukan terhadap :
a. pemanfaatan ruang yang tidak sesual dengan rencana struktur ruang
dan pola ruang;

41

Dipindai dengan CamScannar



Vi

b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;

. pemanfaatan ruang tanpa lzin pemanfaatan ruang yang diterbitkan
berdasarkan RTRW kabupaten;

d. pemanfaatan ruang tidak sesual dengan izin pemanfaatan ruang yang
diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;

e. pelangparan ketentuan yang ditelapkan dalam persyaratan izin
pemanfzatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten:

f. pemanfaatan ruang yang menghalangl akses lerhadap kawasan yang
oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum:
danfatau

. pemanfaalan riang delﬁgan izin yang diperoleh dengan prosedur yar.g
tidak benar. d

Pasal 51

(1) Terhadap peianggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2}
hural 3, hurat b, hueof ¢, huruf d, huruf e, huruf £, dan hund g
dikenakan sanksi administratif berupa :

a. peringatan tertulis

b. perghentian sermentara kegiatan;

. penghentian sementara pelavanan umum;
d. penutupan lokasi;

e. pencabutan izin;

{. pembatalan in: "

g. peimbangkaran Langunar;

h. pemulihan fungsi ruang: dan/atau

L. denda acministratif,

(2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayal (2)
huruf ¢ dikenakan sanksi administratif berupa |
a. peringatan tertulis
b. penghentian sementara kegiatan;

c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi:
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e. pembongkaran bangunan;
f. pemulihan fungsl ruang; dan/atau
0. denda administratif,

. Pasal 52
Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang
yang telah ditetapkan dapal dikenakan sanksi pidana sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan,

BAB VIII
KELEMBAGAAN
Pasal 53

(1) Dalam rengka koordinasi penyelengggaraan penataan ruang dan
kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk
Badan Koordinasi-Penataan Ruang Daerah.

(2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG
Bagian Kesatu
¢ Hak Masyarakat
Pasal 54

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, setiap orang

berhak untuk :

a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan riang:

b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah,

¢. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilaj ruang sebagai
akibat dari penataan ruang;
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d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagal
akibat pelaksanaan keglatan pembangunan yang sesual dengan rencana
tata ruang; :

e. mendapat perlindungan dari keglatan-keglatan yang merugikan; dan

f. mengawaSZ'l pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 55

Dalam pemanfaatan ruang Kabupaten, setiap orang wafib;

a. mentaati rencana tata ruang vang telah ditetapkan;

b. memanfaatkan ruang sesual dengan izin pemanfaatan ,;,ua“g yang
diberikan; dan

c. memberikan akses ternadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan
serundang-undangan dinyatakan seﬁagai rilik Umum,

Posal 56

(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakal dalam penataan ruang sebagaimana
dimaksud pada Pesal 55 dilaksanakan dengan mematuhi  dan
menerapkan kriteria, kadah, voku mutu, den aturan-aturan penataan
ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraluran perundang-undangan.

(2} Hadah dan atuanﬂqemanfaatan ang yang dilakiikan  masyarakat
secara furun temuryn gapat dieracksn  sepanjang memperhatikan
faktor-faktor daya dukung fingkungan, estetika lingkungan, lokasl, dan
struktur pemanfaatan ruarg serta dapal menjamin pemanfaatan ruang
yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyaralat
Pasal 57

— Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain

melalui ;
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a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
c. partisipasi dalam pengendallan pemanfaatan ruang.

! Pasal 58

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 pada tahap

perencanaan tata ruang dapat berupa !
a. memberikan masukan mengenal :
1. penentuan arah pengembangan wilayah;
2. potensi dan masalah pembangunan;
3. perumusan rencana tala ruang; dan
4. penyusunan rencana struktur dan pola ruang.
b. menyampaikan keberatan terhedap rancangan rencana ata ruang; Jan
c. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau

sesama unsur masyarakat.
Pasal 59

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfazatan ruang dapat berupa:
a. melakukan kegiatan pemanfzatan ruanu vang sesuai dengan kearifan iskal

dan rencana tata ruang yang telah ditetapkar:
k. menyampaikan masukan mengenal kebijakan perraniaatan ruang,
memberitan dukungan bantuan tekns keahlinn, danfatau dana dalam

i

pengelolaan pemanl‘a‘atan ruang:
d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan

ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan
memperhatikan kearifan lokal serta sesual dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;
melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, pemerintah

daerah, dan/atau dan pihak lalnnya secara bertanggung jawab untuk

pencapalan tujuan penataan ruang;
f- menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan

dan SDA;
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a. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan -
h. mengajukan gugatan ganti rugl kepada pemerintah atau pihak lain apabila
kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.

’ Pasal 60

Bentuk peran masyarakat dalam pengendallan pemanfaatan ruang dapat

berupa:

a. memberikan masukan mengenal arahan zonasi, perizinan, pemberian
insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;

b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan
ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar
pelayanan minimal di bidang penataan ruang; '

c. melaporkan kepada instansi/pejabat vang berwenang' dalam hal
menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melangyar rencana tata
ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau
pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal
danfatau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan
penataan ruang,

d. mengajukan keberatan terliadap keputusan pejabat publik vang
dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruany; dan

e. mengajukan gugatan pembatalan izin  dan/atauv  penghentian
pembangunan yang tidak sesual dengan rencana tata ruang kepads
instansi/pejabat yang berwenang,

Pasal 61

(1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampalkan secara
langsung dan/atau tertulis,

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
disampaikan kepada bupati,

(3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat
disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati,
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Pasal 62

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah
membangun sistem.informasi dan dokumentasl penataan ruang yang dapat

diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 63

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,

(1)

2

BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 64

Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonssia, pegawa:
neqgeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah vang lingkup tugas
dzn tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepalisian
negara Republik Indonesia sebagaimana dimaisud dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana.
Pervidik pegawai negeri sipil sebagaimana dirnaksud pata ayat 1!

irerwenang.

3. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau kelerangan
vang berkenaan dertjan tindak pidana dalam bidang panataan niang.

L. melakukan pemeriksaan terhadap orang yarg diduga melakuhan

tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
merminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan

peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
4. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan
dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat
bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan
penyege?aﬁ terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat
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dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan
ruang; dan

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

(3) Penﬁ:lﬁf pegawal negerl sipll sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan  dimulainya penyldikan kepada pejabat penyidik
kepolisian Negara Republik Indonesla.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai
negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidi kepolisian
negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perUndang-Undangan, ’

(3) Penyidik peyawal negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat
penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia,

(6) Perigangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara sarta
prases penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perUndang-Undangan,

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 65

(1) Setiap orarg yang melangoar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 ayat (2} dan Pasal 55, diancam pidana dengan pidana kurungan
paling lama & (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-
(Lima Puluh Juta Fupiah);

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 66

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1),

diancam pidana sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dibidang Penataafi Ruang;
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BAB XII|
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 67

(1) RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dilengkapl dengan lampiran
berupa buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun
2012 - 2032 dan album peta skala 1:50.000.

(2) Buku RTRW Kabupaten Banggal dan album peta sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan darl Peraturan Daerah

ini. _
7
Pasal 68 J

Rencana tata ruang wilaysh Kabupaten menjadi pedoman untuk it

a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah:

b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;

C. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah
lkabupaten;

d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;

e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi: dan

f. penataan ruang kawasan strateqgis Kabupaten.

. Pasal E!lg
(1) Jangka waktu Rencana Tata\f’.uargg__w dyah Kzbupaten Banggai adalah
20 (duz puluh) tabun gan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam =
(lima) tahun.

@alam kondisi lingkungan strategls tertentu yang berkaitan dengan
bencana alam skala besur dan/atau perubahan batas teritorial wilayah
yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Banggal dapat ditinjau kembali lebih dari 1
(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan
apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang

mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atay dinamika
internal wilayah,
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(4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan
terhadap wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati
pada saat Perda ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana
dimak:sud: dalam Pasal 67 ayat 1 disesuaikan dengan peruntukan
kawasan hutan berdasarkan hasll kesepakatan Menteri Kehutanan,

(5) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang

mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupalti,

BAB X1 \\
KETENTUAN PERALTHAN

Pasal 70 s
(1) Dengan berlakunva Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan
Upehkﬁanaan yan? berkaitan dengan penatan ruang Daerah yang telah
ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum
diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

®D«Eﬁgan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikelvarkan dan telah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlzku sesuai dengan
masa berlakunva;

b, Izin pemanfaatan ruang vang telah dikeluarkan tetapi tidak sesua
derigan ketentuan Peraturan Daeral int berlaku ketentuan
1. Untuk yang I:nﬂ_-{:L.-:.u1 dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut

disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah
Inl;

2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan
penyesualan dengan masa transisi berdasarkan ketentuan
perundang-undangan; dan

3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak
memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi
kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah
diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap keruglan yang timbul

50

Dipindai dengan CamScannar



sebagai akibat pembatalan izin tersebit dapat diheﬂﬁn
penggantian yang layak;

c. Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan
beptentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan
ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah int.

d, Pemanfaatan ruang yang sesual dengan ketetentuan Peraturan
Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan,

BAB XIY/

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dergan pensmpatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk,
Pada tanggal 27 Desember 2012

BUPATI BANGGAI,

. H. M. SOFHIAN MILE

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 27 Desember 2012

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI,

p—

__..-""-_ .qr“,__._..-.-
MUSIR A. MADJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2012 NOMOR 9
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L.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2012-2032

PENJELASAN UMUM

Sehagaimana dijelaskan dalan Undang-Undang Nomor 26 Tabun
2007 tentang Penataan Ruang bahwa penataan ruang wilayah Nasional,
wilayah Provinsi dan wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu
dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang wilayah Provinsi dan wilayah
Kabupaten/Kota, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup
ruang perairan dan ruang udara sampal batas tertentu yang diatur
dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa wilayah kabupaten yang
berkedudukan sebagai wilayah administrasi, terdiri atas wilayah darat

dan wilayah perairan.
Dalam Penjelasan Umum Undang-tndang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah antara lain disebutkan bahwa pembernan
kedudukan Kebupaten, sebagai daerah ctonom dan sekaligus sebaga
wilayah administrasi dilakukan denpan pertimbangan untuk memehihars
hubungan serasi antara pusat, provingt  dan  daerah,  untuk
menyelenggarakan otonomi daerah yano bersifat lintas Kabupaten.

Ruang merupakan suatu wadah atau tempat bagi manusia dan
makhluk hidup lainnya dan melakukan kegiatannya yang perlu disyukuri,
dilindungl dan dikelola.Ruang wajib dikembangkan dan dilestarikan
pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan

hidup yang berkualitas,

Ruang sebagal salah satu sumberdaya alam tidak mengenal batas
wilayah.Berkaltan dengan pengaturannya, diperlukan kejelasan batas,
fungsi- dan sistem dalam satu ketentuan. Wilayah Kabupaten Banggai
meliputi daratan dengan total luas wilayah kurang lebih 9,672,70 km?,
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yang secara geografis berada pada posisi 122°23" = 124°20° Bujur Timur
dan 0°30' — 2°20' Lintang Selatan dengan batas: sebelah utara
berbatasan dengan Teluk Tomini, sebelah timur berbatasan dengan Laut
Maluky, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banggai
Kepulauan, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tojo

Una-Una dan Kabupaten Morowali,

Penataan Ruang Kabupaten Banggai adalah proses perencanaan
tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten di wilayah yang
menjadi  kewenangan Kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan
merisinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banggai,

Penataan ruang Kabupaten Banggai yang didasarkan pada
karakteristik dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang
sesuai, akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan
subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem lainnya dan pada
pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistemn
yang lainnya, sehingga akhimya akan mempengaruhi sistem ruang
secara keseluruhan serta dalam pengaturan ruang yang dikembangkan
perlu suatu kebijakan penataan ruang Kabupaten Bangoal yang
memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang.

Selanjutnya dengan maksud tersebut, maka pelaksanaan
pembangunan di Kabupaten Banggai harus sesiial dengan rencana fata
ruang, agar dalam pemanfaatan ruang tidak hertentangan dengan
substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai vang

disepakati.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Gerbang Timur Sulawesi Tengah di maksud merupakan

perwujudan kondisi yang di harapkan pada 20 tahun kedepan,
dimana Kabupaten Banggal akan menjadi pusat kegiatan
ekonomi di wilayah timur Sulawes! Tengah, dengan berbasis
pada pengembangan pertanian, perlkanan dan kelautan yang
berkelanjutan, dengan tetap mendorong dan mengembangkan
pemanfaatan potensl sumber daya alam lainya secara arif,
bijaksana dan berkelanjutan.
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Multi gate adalah pintu gerbang Kabupaten Banggai dalam
menciptakan hubungan/keterkaltan ekonom! dan spasial dengan
daerah luarnya, balk di bidang jasa, pertanian, perkebunan,
perikanan dan kelautan.

Pasal 3 .
Kebijakan Penataan Ruang wilayah Kabupaten Banggai

merupakan arah tindakan yang harus di tetapkan untuk

mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Banggal.

kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Banggai berfungsi

sebagai ;

a. dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang
wilayah Kabupaten Banggai;

b. sebagai dasar untuk merumuskan strulktur dan pola ruang
wilayah Kabupaten Bangga; :

c¢. memberikan arah bagi penyusunan indikasi pmﬁmm utama

dalam RTRW Kabupaten Banggai; dan
d. sebagai dasar dalam peretapan ketentuan pengendalian

pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Banggai.

Strategi penataan ruang wilayah merupakan penjabaran

kebijakan penataan ruang wilayah ke dalam langkah-langkah

operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Banggai berfungsi:

a. sebagai dasar untuk penyusunan rencana strultur ruang,
rencana pola ruang, dan pencztapan kawasan swrategis
Kabupaten Banggai;

u. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama
dalam RTRW Kabupaten Banggai;

¢. sebagai dasar dalam penetapan ketenluan pengendaban
pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bangga,

Fasal 4
Cukup jelas,

Pasal 5
Yang di maksud dengan “rencana struktur ruang” adalah
gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada
akhir tahun rencana yang mencakup struktur ruang yang ada
dan yang akan dikembangkan. Rencana struktur ruang wilayah
Kabupaten Banggali memuat rencana struktur ruang yang
ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan

rencana tata Ruang wilayah propinsi.
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Multi gate adalah pintu gerbang Kabupaten Banggal dalam
menciptakan hubungan/keterkaltan ekonomi dan spasial dengan
daerah luarnya, balk di bidang jasa, pertanian, perkebunan,
perikanan dan kelautan.

Pasal3

Kebijakan Penataan Ruang wilayah Kabupaten Banggai

merupakan arah tindakan yang harus di (etapkan untuk
mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Banggai.
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Banggai berfungsi

sebagai
a. dasar untuk memformulasikan strategl penataan ruang

wilayah Kabupaten Banggal;
b. sebagai dasar untuk merumuskan struklur dan pola ruang

wilayah Kabupaten Bangga;
¢. memberikan arah bagi penyusunan indikasi pmqraru tama

dalam RTRW Kabupaten Banggal; dan
d. sebanai dasar dalam peretapan ketentuan pengendalian

pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Banggar.
Strategi penataan ruang wilayah merupakan penjabaran
kebijakan penataan ruang wilayah ke dalam langkah-langkah
operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Banggai berfungsi:
a. sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang,
rencana pola ruang, dan penztapan kawasan smalegis
Kabupaten Banggai;
u. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program wulama
dalam RTRW Kabupaten Banggai;
c. sebagai daswr dalam penetapan ketentuan nengendalan
pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Banggat.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Yang di maksud dengan “rencana struktur ruang” adalah

gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada
akhir tahun rencana yang mencakup struktur ruang yang ada
dan yang akan dikembangkan, Rencana struktur ruang wilayah
Kabupaten Banggal memuat rencana struktur ruang yang
ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan

rencana tata Ruang wilayah propinsi,

sd
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Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang
mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan
dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan
jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk
mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani
kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan
transportasi, sistem faringan energl dan kelistrikan, sistem
jaringan telekomunikasl, dan sistem jaringan sumber daya air,
termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari
daerah aliran sungal, serta prasarana lainnya yang memiliki skala
layanan-satu kabupaten,

huruf a:
Rencana pengembangan sistem perkotaan wilayah adalah

rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat
kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang rnénunjukhan
keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk
hirarki pelayanan dengan calkupan dan dominasi fungsi
tertentu dalam wilayah kabupaten,

huruf b:

Rencana pengembangan sistem prasarana utama adalah
rencana jaringan prasarana wilayah yang merupakan sistem
Jaringan transportasi, terdiri atas jaringan transportasi
darat, laut dan udara yang dikembangkan untuk
mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayan:
kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana
skala kabupaten,

huruf ¢
Rencana fengembangan sistem prasarans wilayah lainnyz
adalah rencana jaringan prasarana  wilayah yang
dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten
dan untuk melayanl keglatan yang memiliki cakupan
wilayah layanan prasarana skala kabupaten, terdirl atas
rencana sistem faringan energl dan kelistrikan, rencana
sistem jaringan telekomunikasl, rencana sistem jaringan
sumberdaya air, rencana sistem Jaringan  prasarana
pengelolaan lingkungan, dan sistem Jaringan prasarana
kabupaten lainnya yang disesualkan dengan kebutuhan
pengembangan kabupaten,

Pasal 6
Ayat (1) huryf a:

a3
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Kota Luwuk Kabupaten Banggal di usulkan dalam Ranperda
RTRW Sulawesi Tengah menjadi Pusat Kegiatan Nasional
Promosi  (PKNp).PKN ditetapkan dengan kriteria: a)
kawasan perkotaan yang berfungsl atau berpotensi sebagai
simpul utama keglatan ekspor-impor atau pintu gerbang
menuju kawasan Internaslonal; b) kawasan perkotaan yang
berfungsl atau berpotens sebagal pusat kegiatan industri
dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa
provinsi; dan/atau c) kawasan perkotaan yang berfungsi
atau berpotensi sebagal simpul utama transportasi skala
nasional atau melayani beberapa provins,
Dalam Rencana pengembangan  system perkotaan di
propinsi  Sulawesi Tengah, Kota Luwuk di kategorikan
sebagal Kota Hirarki I; yaitu kota dengan fasilitas yang
paling lengkap pada suatyu wilayah, dan menfikki keglatan
jasa perdagangan dan perbankan skala nasional maupun
Internasional, serta pelayanan-pelayanan lain dalam skals
nasional dan regional, seperti universitas dan rumah sakit.
Dengan demikian, hampir semua kebutuhan Kota Hirarki [
gapat dipenuhi sendiri, misalnya untuk bahan pangan.
dapat mengolah bahan baku hasi produksi daerah
hinterfand menjadi bahan jadi dan selanjutnya memasarkan
bahkan mengeksport bahan jadi tersebuyt.
Ayat (2)

Kawasan Perkotaan Luwuk meliputi Kecamatan Nambo,

Kecamatan Luwuk Selatan, Kecamatan Luwuk, Kecamatan

Luwuk Utara dan Kecamatan Luwuk Timur.
fyat (3) *

Cukup jelas,

Ayat (4)
Cukup jelas,
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal B
Ayat (1):
Cukup jelas,
Ayat (2): B
Cukup jelas,
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Ayat (3):

Cukup jelas.

Ayat (4):
Cukup jelas,

Ayat (5):
Culup jelas

Pasal @

~vat (1)
Cukup jelas.

Avat (2):
Tatanan Kepelabuhanan Nasional merupakan system
kepelabuharian  secars naslonal yang menggambarkan
perencanaan  kepelabuhanan  berdasarkan  kawasan
ekonomi, geografi, dan keunggulan komparatif wilayah,
serta kondisi alam.
Pelabuhan  Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi
pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam neger,
alin muat angkutan laut dalam negeri dalam jumiah
menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang
dan/stau barang, serta angkutan penyeberangan dengan
jangkauan pelayanan antarprovinsi.,
Pelabuhan Fengumpan adalah pelabuhan yang fungsi
pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri,
aiin muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah
terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama
dan pelabuban pengumpul, dan sebagal tempat asal tujuan
DENUMQENg dan/atav  barang, serta  angkutan
penyeberangan  dengan  jangkauan pelavanan  dalam
provinsi,

Ayat (3):
Cukup jelas,

Ayat (4):
Cukup jelas,

Pasal 10

Ayat (1):
Cukup jelas,

Ayat (2): - "
Cukup jelas,

57
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Ayat (3): J
Cukup jelas.

Ayat (4):
Cokup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2):

Cukup jelas,
Ayat (3):

Cukup felas,
Ayat (4):

Cukup jelas.
Ayat (5):

Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1):
Cukup jelas.
Ayat (2):
Cukup jelas.
Ayat (3):
Cukup jelas.

Ayat (4):
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1): huruf b

air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau
bebatuan di bawah permukaan tanah, Air tanah merupakan

salah satu sumber dayaalr yang keberadaannya terbatas
dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas
serta pemulihannya sulit dilakukan,

Cekungan Air Tanah (CAT) suatu wilayah yang dibatasi oleh
batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis
seperti proses pengimbunan, pengaliran dan pelepasan air

38
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tanah berlangsung. Elemen CAT adalah semua alr yang
terdapat di bawah permukaan tanah, jadl seakan-akan
merupakan kebalikan dari alr permukaan,

Ayat (1) huruf ¢
Daerah Irigasl (DI) adalah kesatuan wilayah yang mendapat
air dari satu jaringan Irigasi,

Pasal 15 s/d 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1): huruf a;
Yang dimaksud “Sempadan Pantai”® adalah kawasan
tertentu  sepanjang pantal yang mempunyai manfaat
penting untuk memperiahankan kelestarian fungsi pantai,
Ayat (1): huruf b ‘
Yang dimaksud “Sempadan Sungal® adalash kawasan
sepanjang kiri kanan sungaifsungal buatan/saluran yang

mempunyai  manfaat penting  untuk  mempertahankan
kelestarian fungsi sungai/sungai buatan/saluran.

Pasal 21 s/d 34
Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1) huruf c
Kawasan sirztegis Kabupaten agalah  kawasan vang
penataan ruangrwa diprioritaskan  karena mempunyai
pengaruh  sangal pgealing  dalam lingkup Kabupaten
terhadgp ehonomi, sosial, budaysdan/atau Lingkungan,
serta pendayagunaan sumber dave alam dan teknologi,

Pasal 36 s/d 68
Cukup Jelas
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